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BUPATI  BARITO  KUALA

PROVINSI  KALIMANTAN  SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA

NOMOR  188.45/ 120 /KUM/2017
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H.ABDUL AZIZ MARABAHAN 
BUPATI BARITO KUALA,
Menimbang
:  a.
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 015 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H Abdul Aziz Marabahan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Pejabat Keuangan BLUD dilingkungan RSUD H Abdul Aziz Marabahan Tahun Anggaran 2017 dengan Keputusan Bupati Barito Kuala;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



  2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4355);


  3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                    Nomor 4400);

4.
Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia               Nomor 4438);
5.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 
    6.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);


7.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);



8.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              Nomor 5155);

    9.
Peraturan Pemerintah Nomor  58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

    10.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);


11.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Pelayanan Umum Daerah;


12.
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010  Nomor 11);


13.
Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/348/KUM/2010 tetang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Azis Marabahan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.



14.
Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 46 Tahun 2015 tentang Sistem Akutansi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Azis Marabahan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015 Nomor 46);
M E M U T U S K A N  :
Menetapkan  :
KESATU
      :
Menunjukan dan menetapkan yang namanya tersebut dibawah ini :


Nama

: H.MUHAMMAD SYAIRI,SE.MM 

NIP


:19630821 19603 1 012

Jabatan
:Plt.Kepala Bidang Program dan Keuangan.


Sebagai Pejabat Keuangan BLUD pada RSUD H. Abdul Azis Marabahan

KEDUA
:
Pejabat Keuangan BLUD Sebagaimana Diktum KESATU bertanggungjawab atas ketertiban dan kelancaran penatausahaan dan pengelolaan keuangan pada unit kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETIGA
:
Pejabat Keuangan BLUD sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Mengkoordinasian Penyusunan RBA;
2. Menyiapkan DPA-BLUD;
3. Melakukan Pengelolaan Pendapatan dan Biaya; 
4. Menyelenggarakan Pengelolaan Kas;
5. Melakukan Pengelolaan utang-piutang;

6. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan  invstasi;
7. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
8. Menyelenggarakan akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan. 
KEEMPAT
:
Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal  4 januari sampai dengan 29 Desember 2017. 
Ditetapkan di Marabahan

Pada tanggal 2 Maret 2017
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Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun
2010 Nomor 11);

13.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8
Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/329/KUM/2012 tentang Pengguna
" Anggaran dan Bendahara Pengeluaran dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran
2013, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan
ini,

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diMarabahan
Pada tanggal 1 Mei 2013

BUPATI BARITO KUALA,

st

— [}

H. HASANUDDIN MURAD



BUPATI BARITO KUALA,

H. HASANUDDIN MURAD
